PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI TENGAH
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENINGKATAN LAYANAN HUKUM
Nomor: W24 HM.05.04- 3102

Nomor : 526/P.2/GS1M11/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima

bertempat di Kota Palu, kami yang bertanda tangan dibawah ini !

|  RAKHMAT RENALDY - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sulawesi Tengah, berdasarkan  Sural
Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor MHH-B85KP.03.03 Tahun 2024
tentang  Pemberhentian dari  Jabatan
Manajerial dan MNon Manajerial serta
Pengangkatan dalam Jabatan Manajenal di
Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini
berindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah
Kementarian Hukum Sulawesi Tengah,
baralamal di Jin. Dewi Sartika No.23 Palu,
selanjuinya disebut PIHAK KESATU.
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N. RAHMAT Kepala Ke@aksaan Tingg Sulawes: Tengah,
berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2025
langgal 4 Jub 2025 tentang Pemberhentian
Dan Pengangkatan Dan Dan Dalam Jabatan
Struktural PNS Kejaksaan Republik Indonesia,
dalam hal bertindak unfuk dan atas nama
Kejaksaan  Tinggr  Sulawesi  Tengah
berkedudukan di JI Sam Ratulangi Mo 87 Kota
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, salanjutnya
disebul PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,
dalam kedudukannya masing-masing tersebul dialas terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagal benkut
& bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Kantor Wilayah yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemenntahan dibidang hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Kejaksaan Tinggl Sulawes: Tengah yang

mempunyal tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kshakiman yang
melzksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serla kewenangan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan,

bahwa untuk pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum sesuai dengan tugas dan
fungsi kelembagaan PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama melalu Pananpan

Keratama

Dengan mempernatican dasar Perjanjian Kerja Sama sabagai benkul

1 Undang-Undang Nomor 42 Tahen 1999 lentang Jaminan Fidusaa (Lembaran Negama
Republk Indonesia Tahun 1600 Nomor 1688, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 2889)
Undang-Undang Nomad 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republk Indonessa (Lembaran
Megara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2021 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
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Kejaksaan Republk Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomaor

208, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 67535),

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4846),

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2008 Nomeor 112, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 5038),

5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomaor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor B Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar GB56);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor G856),

8. Peraturan Pemerintah Nomaor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomaor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5357),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6218},

10. Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023
tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Bernta Negara Republik Indenesia Tahun 2023 Nomor 2563},

11, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/AS JAXOT/201T tentang Organisasi dan Tala Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1068)
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sebagamana elah beberapa kah duwbah terakhie dengan Peraturan Kejaksaan Repubbk
Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Alas Peraturan Jaksa Agung
Nomor PER DOG/ALIANDTIZONT tentang Organisasi dan Tala Kerja Kejaksaan Republik
Indones:a (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

Bardasarkan hal-hal tersebul diatas, dengan int PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan
Penanpan Kena Sama lentang Pembinaan dan Peningkatan Layanan Hukum yang merupakan
tndak lamut dan pelaksanaan Nota Kesepahaman temtang Kera Sama Dalam Rangka
Optmalsas: Tugas dan Fungs: di Bidang Hukum Nomor: M HH-6 HH 04 02 Tahun 2025 dan
Nomaor 03 Tahun 2025, yang selanjutnya disebul sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan
ketentuan sebaga berkut

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Pernanpan im yang dimaksud dengan:

'  Paten adalah hak eksklusif yang diberkan oleh negarakepada inventor atas hasil
mvensinya o bdang leknologiuntuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendininvens:
tersebul atau membenkan persefujuan kepadapihak lain unluk melaksanakannya
Merek adalah tanda yang dapal dilampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama. kata
hury!, angka susunan wama, dalam bentuk 2 (dua) dimensi danfatau 3 (bga) dmens:.
suara hologram. atau kombinasi dan 2 (dua) atau lebih unsur tersebut uniuk
membedakan barang dan/alau jasa yang dipreduksi oleh orang atau badan hukum dalam
réegialan perdagangan barang dan/atau jasa.

Har Cipta adalah hak eksklusd pencipta yang imbul secara otomatis berdasarkan ponsp
gerlarall setelah suatu cptaan dwujudkan dalam  bentuk nyata tanpa  mengurang
pEMUSEsEn setus dengan kelenluan peraluran perundang-undangan

Pencipta sdalsh secrang alau beberapa orang yang secara sendwi-sendin atau
BErsama-sama menghasikan suatu cptaan yang bersifal khas dan pribad

Ciptaan adeish setiap hasd karya cpta o bidang imu pengetahuan, sen, dan sastia

yang dinasdean slas mepias kemampuan, plian, magnasi kecekatan, keterampilan,
alau kiahlan yang dekspreskan dadam boentuk nyata
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Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang
menarima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih
lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipla yang merupakan hak eksklusif

bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, alau lembaga Penyiaran.
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknclogi

dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan

dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Dasain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau
wama, atau gans dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau
dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat dwujudkan dalam pola tiga dimensi
atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas
industri, atau kerajinan tangan.

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum  untuk
membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang
atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
[asa sejenis lainnya.

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang danfatau jasa dengan
karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serla
pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum
secara barsama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek
yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut
atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang
dan/atau produk yang karena fakior lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor
manusia atau kombinasi dar kedua fakior lersebul memberikan reputasi, kualitas, dan
karakteristik tertentu pada barang dan/alau produk yang dihasilkan.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
pemegang hak Indkasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan
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karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebul

masih ada
invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalamsuatu kegiatan pemecahan masalah

yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses, alaupenyempurnaan dan

pengembangan produk atau proses.
Inventor adalah seorang atau beberapa orang yangs ecara bersama-sama melaksanakan

ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invens:.
Perzeroan Perorangan (PT Perorangan) adalah bentuk badan hukum yang bisa didirikan
oleh hanya 1 (satu) orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria Usaha Mikra
Kecil Menengah (UMEM).

. Apostille adalah layanan legalisasi dokumen publik untuk digunakan di negara asing tanpa
harus melalui proses legalisasi yang panjang dan rumil
Agensi layanan adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewanang untuk bertindak sebagai
perantara atau perwakilan atas nama pemerintah daerah dalam hal melaksanakan fasilitasi
pelayanan Administrasi Hukum Umum.
Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemiikannya dialihkan tersebut tetap dalam
penguasaan pemilik benda..
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang
tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani
hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996
lentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai
agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi

objek Jaminan Fidusia..

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang
yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia..

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang
dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak
langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang dipercleh negara,

berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi panarimaan pamenntah pusat
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di luar penenmaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian gagal atau
lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-
undangan yang mencakup lahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan
alau penetapan, dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan lertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara
cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan
yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan
Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang Miskin,

Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang lidak
termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan
Bantuan Hukum,

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk menunjang Pembinaan dan Peningkatan
Layanan Hukum dalam kerangka memperkuat ftransparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan.

{2) Peranjian Kera Sama berujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran bahwa
dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola layanan hukum yang dapal
mewujudkan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik.

Pasal 3
OBJEK
Objek Perjanjian Kerjasama yaitu Pembinaan dan Peningkalan Layanan Hukum.

Pasal 4

Page 7 of 11

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

RUANG LINGEUP
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi
a. Pertukaran dala dan/atau informasi,

b Sosialisasi,

¢ Pendidikan dan Pelatihan,

d  Pengembangan Sistem Teknologi Informasi,

e penanganan masalah perdata dan lata usaha negara yang rmealiputi bantuan hukum,
pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lamnya, dan

f  Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakali oleh PARA PIHAK di bidang

Peningkatan kualitas pelayanan hukum.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya meningkatkan
pemahaman kesadaran masyarakat tentang pelayanan Hukum;

(2) PARA PIHAK melakukan pertukaran data untuk mengoptimalkan pengawasan ternadap
kewajiban layanan hukum secara lebih efektif,

(3) PARA PIHAK memperkual sinergitas pengawasan berdasarkan kewenangan PARA
PIHAK..

(4) PARA PIHAK mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum.

(5) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kesdjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya,

() PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan
dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yang disesuaikan

dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama Perjanjian
Kerja Sama ini diberlakukan,
(7) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti kelentuan yang berlaku dan sesuai

dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam

pefaluran perundang-undangan;

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI
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(1) PARA PIHAK sepakat melakukan mondonng dan evaluas: alas pelaksanaan Peranpan Kera
Sama i secara berkala palng seddd 1 (satu) kal dalam setahun

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagamana dmaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasawan kesppakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMALAY AAMN

Baya yang bmbul sebaga akibal kera sama inl akan dibebankan pada anggaran Para Pihak
eesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8
JANGKA WAKTU

‘| Penanyan Kena Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (bga) tahun terhitung sejak ditanda
tangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhin sesuai dengan kesepakatan PARA

PIHAK

¥

membertahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 {satu
bulan sebelum dakhinnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE )

4 PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas tdak terlaksananya
atayu gagal dalam memenuhi Pernanjan Kerja Sama ini, bask langsung maupun bdak
langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (force Majeure), yakni keadaan o luar

rendal dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, bany, pemogok umum,
petany (dinyatakan atau bdak dinyatakan) pemberontakan, revolusi makar Huru-hara
lerofame dandslay wabah/epdemic yang dikstahul secar luas
(2 Joa PIHAK KEDUA udak dapal melaksanakan Peranjan Kerja Sama haiena mengalaimi
ey dipengarute obeh Force Magews, maka Pihak yang mengalam Fome Magewre haius
it abuban betala lertubs kepada pihak lainnya dalam wakiu paling lambat 14
{empat Leelas | han setedah tegadmya Fonoe Mageune

Fage 8ol 11
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{3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat
terjadi Force Majeurs bukan merupakan tanggungjawab PIHAK KESATU, demikian pula
sebaliknya.

Paszal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan
Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakal

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN
{1) Dalam hal diperiukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan

perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam ADDENDUM atau
PERUBAHAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI
(1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk
menunjuk PARA PIHAK di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
(2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus
disampaikan secara teriulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
Alamat . Jalan Dewi Sartika No 23 Palu
Telepon 0451482353

Faksimile - 0451481205

Pos-el Tk nk m

PIHAK KEDUA

Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S H., M.H.
Kejakeaan Tinggi Sulawesi Tengah

Alamat  JI. Sam Ratulangi No.97 Kola Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Telp 085242317898
Email jatl sulten &) |
(3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan
kepada masing-masing Pihak.

(4) Penggantian dala korespondensi wajib dibentahukan secara teriulis paling lambat 7 (tujuh)
hari kepada Pihak lainnya.

Page 10 &f 11

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal 11
K RAMASIAAN

(1) PARA PIMAK sepakal dan setupu bahwa segala data dan mforman bak yang tertuls
maupun yang bdak tertuls dan informass lan yang mbul berdasarkan Pananpan im adatah
bersdal rahasa soda hdak boleh diberdahuban kepada phak kohga atay Badaniorang
@i vieng hdak bedapentingan dengan alasan apapun pga dan sesua Pearganpan mi

i} sepakal dan setus unhA menaga kerahasaan mengena Pedanpan  semua data dan
Informas: seda segala benhd informasi lannya yang berkadan dengan Peranpan m

(3 Retentuan kerahasaan sehagamana demaksud Pasal w beraky dan mangikat PARA
PIHAK bak selama badangsungnya Penanpan maspun sstelah Parangan barak b

Pazal 14
KETENTUAN PENUTU®

Pesanpan hena Sama in dibual dalam rangkap 2 (dua) yan) masing masang mampunys
wekustan hukum yang sama 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk
PIHAK KEDUA serta dibubuhi matera yang cukup dan ddandatangam oleh PARA PIHAK

Pasal 15
Penanyan kena Sama i mulal berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oieh PARA
PIHAK

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPALA KANTOR WILAYAH
SULAWESI TENGAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI

TENGAH

>

RAKHMAT RENALDY

| Paraf | l Faral |
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